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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku kewargenegaraan
untuk mahasiswa ini. Buku bahan ajar ini memuat pengetahuan yang berfokus
kepada pendidikan yang mendorong pada pengembangan karakter mahasiswa,
baik yang terintegrasi maupun individu.

Pendidikan =~ kewarganegaraan merupakan  pelajaran  yang
menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural

dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga

Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan
berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun
_ sesuai bidang keilmuan dan profesinya.

Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai

sarana, salah satu diantaranya adalah buku. Harapan penulis, buku ini dapat
membantu mahasiswa memahami tentang dirinya sendiri, keluarga,
lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam menerbitkan buku ini. Kritik dan saran sangat penulis

harapkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Bandung, April 2019

Penulis
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BAB |
HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1.1. Urgensi Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dibuat untuk
mengembangkan warga negara yang cerdas bagi setiap jalur dan jenjang
pendidikan. Juliardi (2014:2) menyampaikan bahwa, Pendidikan
Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumen
pendidikan nasional Indonesia dalam lima status, yaitu:

1. Sebagai mata pelajaran di sekolah

2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi

3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan
sosial dalam kerangka program pendidikan guru.

4. Sebagai program pendidikan politik.

5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran indivisual dan
kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan
kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan.

Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Rl No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan
kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa,
kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.

Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan, nama mata kuliah

kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib disamping Pendidikan Agama
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dan Bahasa Indonesia. Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa “Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk ke dalam Mata Kuliah
Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi”.
Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti
No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas
tentang PPBN juga membahas tentang hubungan Antara warga Negara
dengan Negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan
Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah
tentang hubungan warga Negara dengan Negara dan Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan
dari istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah
Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya
dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship dan citizenship education.
Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan
yang dikemukakan oleh John J. Cogan, & Ray Derricott (1998), berikut ini:

A citizen was defined as a ‘constituent member of society’.
Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics
of being a citizen’. And finally, citizenship education the underlying
focal point of a study, was defined as ‘the contribution of education
to the development of those charateristics of a citizen’.

Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan Pendidikan

Kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan

perundangan berikut ini.
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Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan warganegara. (Undang-Undang Rl No.12 Tahun 2006 Pasal
1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang Rl No 20 Tahun
2003, Penjelasan Pasal 37).

o

Secara operasional (Kerr, 1991:1) istilah "citizenship Education
didefinisikan sebagai: citizenship or civics education is construed broadly
to encompass the preparation of young people for their roles and
responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through
schooling, teaching, and learning) in that preparatory process. Pendidikan
Kewarganegaraan dirumuskan secara luas yang mencakup proses
penyiapan generasi muda mengambil peran dan tanggungjawabnya
sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk
didalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses
penyiapan warganegara tersebut (Winataputra, 2012:5).

Menurut Kansil (2005: 4) civics menyangkut beberapa hal yaitu:

a. Warga Negara dengan hak dan kewajibannya

b. Pemerintah

c. Negara

d. Sebagian dari definisi mengatakan bahwa civics adalah cabang dari
ilmu politik.

Dari Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H.,, M.PA diperoleh pengertian
sebagai berikut: sejauh civics dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu
politik, maka fokus studinya adalah mengenai “kedudukan dan peranan
warga Negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan

sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan”.
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Kansil (2005:7) menerangkan bahwa Civics itu bukan semata-mata
hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Hal-hal tersebut
memang perlu sekali untuk pelajaran Civics. Tetapi hendaknya
mencerminkan juga hubungan tingkah laku warga Negara dalam
kehidupan sehari-hari, dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena itu,
materi civics hendaknya memasukkan unsur:

a. Lingkungan fisik

b. Sosial, pendidikan, kesehatan
c. Ekonomi keuangan

d. Politik, hukum, pemerintahan
e. Etika, agama

f. Pengetahuan teknologi.

Secara konsep, menurut Juliardi (2014: 6), Mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan merupaka :

mata kuliah yang pada hakikatnya menyelenggarakan pendidikan
kebangsaan demokrasi, hukum, nasionalisme, multicultural dan
kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya
warga Negara yang sadar anak hak dan kewajiban, serta cerdas,
terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk
membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya.

Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan
warga Negara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban.
Menurut (Mansoer, 2005) berdasarkan rumusan “Civic International”
(2005), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk

pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan

pemeliharaan pemerintahan demokrasi.
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Berdasarkan Keputusan Dirjendikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan

kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

d.

Membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi untuk
mengetahui ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap warga
Negara serta nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka
menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam masyarakat.

Membantu mahasiswa menjadi warga Negara yang cerdas,
demokratik  berkeadaban (kebebasan yang beradab),
bertanggungjawab, serta menciptakan kemampuan kompetitif

bangsa di era globalisasi.

2. Tujuan Khusus

d.

Agar mahasiswa mempunyai dasar tata cara kerja demokrasi dan
lembaganya. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat (sebagai
lembaga mitra infra struktur) dan dewan perwakilan rakyat
(sebagai lembaga suprastruktur), dimana tata cara lembaga ini
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
. Agar mahasiswa memiliki permahaman tentang rule of law dan
HAM
Agar mahasiswa memiliki keterampilan partisipatif yang akan
memberdayakannya untuk merespons dan memecahkan masalah
dalam masyarakat secara demokratif.
. Agar mahasiswa mampu mengembangkan budaya demokrasi dan

perdamaian pada lembaga pendidikan masing-masing atau antar
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lembaga pendidikan serta dalam seluruh aspek kehidupan
masyarakat.

Visi Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah
sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan
program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan
kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada
suatu realitas yang dihadapinya, bahwa mahasiswa adalah sebagai
generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius,
berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu

mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar instrumental dan nilai praktis yang
mencakup Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam
menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dengan rasa tanggungjawab yang tinggi.
Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah sebagai
ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah
air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan
agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing,
berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai
berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah:
seperangkat tindakan cerdas peruh rasa tanggung jawab sebagai seorang
warga Negara dalam berhubungan dengan Negara, dan memecahkan

berbagai masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

6|Pendidikan Kewarganegaraan




dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan

ketahanan nasional. Sikap tersebut disertai dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME dan menghayati nilai-nilai
falsafah bangsa.

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

3. Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewaiban sebagai warga
Negara.

4. Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara.

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk
kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara.

Dimaknakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah
pendidikan yang mencakup tentang konten dan konteks Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka untuk membentuk
mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air.

Menurut Maftuh dan Sapriya (2005: 30) bahwa tujuan Negara
mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga
Negara menjadi warga Negara yang baik (to be good citizen), yakni warga
Negara yang memiliki kecerdasan (civics intelegence) baik intelektual,
emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung
jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan
masyarakat. Setelah melakukan telaah dari pemahaman dari tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
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Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep
kewarganegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan

sehari-hari.

1.2.  Historis, Sosiologis Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan
di Indonesia

Berbicara mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, tentunya orang
selalu berorientasi kepada sikap cinta tanah air, patriotisme, bela Negara,
dan kenegaraan. Untuk itu perlu mempelajari mengenai asal usul dan
perkembangan studi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Pada subbab
ini, akan dibahas tentang asal usul Pendidikan Kewarganegaraan baik
secara filosofis, sosiologis, dan teoritis yang tumbuh, berkembang, dan
berkontribusi dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa
bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan.

Di Indonesia, istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” mengalami
perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Awal munculnya
Pendidikan Kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan civics
education yakni berasal dari USA. Hal ini menunjukkan adanya perluasan
dari waktu ke waktu sehingga Pendidikan Kewarganegaraan sampai ke
Indonesia.

Berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang
pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran
PPKn. Perguruan tinggi dinamakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan

Pendidikan Kewarganegaraan.
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Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia,

pengkajian dapat dilakukan secara filosofis, sosiologis, dan teoritis. Secara

historis, pendidikan kewarganegaraan dapat digambarkan sebagai berikut

Kuhn (Winataputra dan Budimansyah, 2007:71):

1.

Kewarganegaraan (1957), membahas cara memperoleh dan
kehilangan kewargaan Negara.

Civics (1962), tampil dalam bentuk indoktrinisasi politik.

Pendidikan Kewargaan Negara (1968) sebagai unsur pendidikan
kewargaan Negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan
sosial.

Pendidikan Kewargaan Negara (1969) tampil dalam bentuk
pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS.

Pendidikan Kewargaan Negara (1973) yang diidentikkan dengan
pengajaran IPS.

Pendidikan Moral Pancasila (1975 dan 1984) tampil menggantikan
PKN dengan isi pembahasan P4.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) sebagai
penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai
yang disaripatikan dari Pancasila dan P4.

PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak

dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin

Negara dan Bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak

seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh

pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah
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yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah
menyatakan merdeka.

Pidato-pidato dan ceramah-ceramah vyang dilakukan oleh para
pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat
berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKn dalam dimensi
sosial kultural. Inilah sumber PKn dari aspek sosiologis. PKn dalam dimensi
sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya Negara-Bangsa
untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi Negara-
Bangsa.

Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun
1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civics
pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masjarakat Baru
Indonesia (Civics) yang disusun bersama oleh Mr. Soepardo, Mr. M.
Hoetaoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan
Mr. J.C.T. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan, Prijono (1960), dalam sambutannya
menyatakan bahwa setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1954 kembali
kepada UUD NRI Tahun 1945, sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan
pendidikan nasional.

Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan
telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan
maupun subtansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi
kurikulum PKn yang sering berubah dan tentu saja dan disesuaikan
dengan kepentingan Negara. Secara historis, epistimologis dan pedagogis,

Pendidikan Kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler
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dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran civics dalam kurikulum
SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang Pemerintahan Indonesia
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam
pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun
1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972)
bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan
(1957); (2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968).
Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn
membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan,
sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah
Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang
terutama diarahkan untuk "nation and character building” Bangsa
Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era
baru, yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru,
Kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam
kurikulum tersebut didalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan
Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun
metode yang bersifat indoktrinatif, dihilangkan dan diubah dengan materi
dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok
Pembinaan Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah
Dasar (SD) 1968 sebagai berikut.

Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi
pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental
dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan
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kuat fisiknya dalam rangka pembinaan Bangsa. Sebagai alat formil
dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia,
Bahasa Daerah dan Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara
intensif sejak dari kelas | sampai kelas VI dan tidak dapat diganti
pendidikan budi pekerti saja. Begitu pula, Pendidikan Kewargaan
Negara, yang mencakup sejarah Indonesia, llmu Bumi, dan
Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang
enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa
Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting
sekali, sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional.
Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkah pertama
bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai
bahasa pengantar sampai kelas il dalam membina jiwa dan moral
Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia
Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara
teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah.

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam
Kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan
Kewargaan Negara termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila
bersama Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga.
Mata pelajaran Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan
UUD 1945; (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3)
Pengetahuan umum tentang PBB.

Dalam Kurikulum 1968, mata pelajaran PKn merupakan mata
pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan
adalah pendekatan korelasi, artinya mata pelajaran PKn dikorelasikan
dengan mata pelajaran lain, seperti Sejarah Indonesia, IImu Bumi
Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Ekonomi, sehingga mata pelajaran

Pendidikan Kewargaan Negara menjadi lebih hidup, menantang, dan
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bermakna. Secara umum, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara
membahas tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika,agama
dan kebudayaan (Somantri, 2001: 298).

Kurikulum Sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan
menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Pendidikan Kewargaan Negara
diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan kajian materi
secara khusus yakni menyangkut Pancasila sebagaimana diuraikan dalam
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dan UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan
untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung
jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan Ketetapan MPR,
Pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk Manusia
Indonesia Pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan (Depdikbud) telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang
Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982), dan mengemukakan
beberapa hal penting sebagai berikut.

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai
dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. 1l/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Dengan adanya Ketetapan MPR No. 1I/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Paneasila (P4), maka materi PMP
didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. I/
MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap
dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR?
1978 dijadikanlah sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP.
Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4
melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di
sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha
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pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. ... dalam rangka

menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ...

mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA) ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku

Paket PMP....

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (I) P4
merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi
mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) melalui Buku
Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku
Pedoman Pendidikan Kewargaan Negara yang berjudul Manusia dan
Masyarakat Baru Indonesia (Civics) dinyatakan tidak berlaku lagi; dan (3)
bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga
untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4,

Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan
masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum
1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) vyang
terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada
ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan
Pancasila; (2) Pendidikan Agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 Tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan

nama kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan

Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006
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namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan
yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang
diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum
tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KSTP) dan kurikulum 2013.

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn
sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan telah terjadinya
ketidakajegan dalam kerangka berfikir, yang sekaligus mencerminkan
telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis
operasional kurikuler.

Jakni  (2014:10-13) secara konseptual istilah Pendidikan
Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut:

a) Kewarganegaraan (1956)

b) Civics (1959)

c) Kewarganegaraan (1962)

d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)

e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)

f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)

g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No.20 tahun 2003)
h) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2013)

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi:
1. Pendidikan Kewiraan

Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian

dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk
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menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dalam bentuk PPBN yang

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan

kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan
luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan

PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan.

2. Perkembangan Kurikulum dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal
bakal darai PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan
Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan Negara
melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SKitu dipolakan
penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira
Cadangan di PT.

b. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan
bahwa:

1) Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada
tingkat PT, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

2) Waijib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga Negara).

c. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dinyatakan bahwa:

1) Pendidikan kewiraan bagi PT adalah bagian dari Pendidikan
Kewarganegaraan

2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur dan jenjang

pendidikan.
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d. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan
Kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama
dengan pendidikan agama, pendidikan pancasila, ISD, IAD, dan
IBD sifatnya wajib.

e. Kep.Mendikbud tahun 1994, menentukan:

1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan MKU bersama-
sama dengan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila

2) Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh
mahasiswa.

f. Kep. Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan Antara lain:

1) Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn,
merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan
dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti.

2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk
ditempuh setiap mahasiswa pada PT.

g. Kep. Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000
tentang penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:

1) Pendidikan kewiraan termasuk dalam muatan PKn,
merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan
dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di
Indonesia

2) Pendidikan kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditemph
setiap mahasiswa pada PT untuk program diploma lll, dan

strata 1.
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Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tanggal 10 Agustus

menentukan Antara lain:

1)

2)
3)

Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen
yang tidak dapat dipisahkan dari MPK

MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia
Mata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap
mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan

Program Sarjana.

Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan Antara lain:

1)

2)

3)

4)

Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri
atas:
MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk

mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan
bertagwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur,
berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa
tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang
dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam
kurikulum setiap program studi/kelompoj program studi
terdiri dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila,

Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
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5) MPK untuk PT berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa,

Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di
Indonesia senantiasa mengalami perubahan baikistilah maupun substansi
sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan
masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah
sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di
masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami
perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan

pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

1.3. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah
mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi
materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan
tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah
berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami
perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat mengkaji dari
sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum
satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan
mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika
dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

sangat tinggi.
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Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada
konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga bergantung pada
tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya,
kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM,
pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara
muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif
terhadap gejala demikian.

Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik
berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang
berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat.
Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi
melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan
bergerak dan berubah lebih cepat.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang
mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan
yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan
perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga
negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara
ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga
Negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan
iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan
intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung
negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan

sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
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Globalisasi dan modernisasi terutama pada perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi melanda dunia. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan dunia menjadi transparan
tanpa mengenal batas-batas Negara. Lalu lintas barang maupun manusia
antar Negara menjadi tidak terelakkan. Kondisi tersebut sangat
mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara termasuk di Indonesia. Kondisi ini juga akan mempengaruhi
pola pikir, sikap dan tindakan dari masyarakat serta mental dan spiritual
Bangsa Indonesia. Dikhawatirkan akan menjadi degradasi moral
masyarakat Indonesia apabila perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tersebut tidak disikapi dengan bijak.

Gambar 1.1. Perkembangan Teknologi dan Informasi dengan Satu Sentuhan Jari
Sumber: http://maulsan.blogspot.com/2016/04/perkembangan-teknologi-informasi-

yang.html
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Ditunjang kemajuan teknologi informasi data yang dapat digunakan
dan dapat disebarkan secara global, oleh siapapun dan dimana pun
pengguna informasi berada, dapat diambil dan digunakan data informasi
tersebut, sebagai sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok satu
dengan yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu atau faktor
lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Perkembangan media internet selain berdampak positif juga,
memiliki dampak negatif, situs porno dan lain hal yang dapat diakses
dengan mudah. Untuk itu, diperlukan suatu “tameng” yang dapat
membentengi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-
hal yang negatif tersebut. Tameng tersebut dapat berupa penanaman
nilai-nilai karakter atau moral yang baik dalam diri setiap individu,
generasi muda termasuk mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan
sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK)
merupakan mata kuliah yang cocok sebagai sarana penanaman nilai
karakter Bangsa yang diharapkan.

Globalisasi juga memberikan dampak banyaknya anak-anak muda
Indonesia yang lebih menyukai budaya asing. Sebagai contoh Negara

Jepang yang budayanya banyak digandrungi remaja-remaja Indonesia.

22|Pendidikan Kewarganegaraan
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UXNX 3HQGIGINDQ . HZ DU DQHJ DLDDQ

25% 1$/7<5(3257

60 4$57<41" (: 17(51(76285&6 3894 &$7-216

678" (17 3$3(56

0$78&+ $// 62858&(6 21/<6(/(&7(" 62858&( 351 7("

GDQUMNDQGDUP DODWP HQ ERJVSRWERP

QM OHBRXUH

([ FOXGH TXRWMV 2Q ([ FOXGH P DWRKHV
([ FXGH ELIEQRIWDSK\ 2 Q



